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ABSTRAK 

 

 Warisan budaya dan cagar budaya adalah benda warisan budaya, bangunan 

warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya 

di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Di 

Kabupaten Kulon Progo banyak warisan budaya dan cagar budaya yang terabaikan dan 

mulai rusak karena termakan oleh usia, karena ulah tangan manusia dan kurangya 

perhatian pemerintah terhadap warisan budaya dan cagar budaya yang ada, padahal 

warisan budaya dan cagar budaya merupakan suatu warisan sejarah yang penting untuk 

menjaga identitas nasional sebagai bangsa yang telah memiliki sejarah peradaban yang 

panjang. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan masalah yaitu: 

bagaimanakah pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga 

Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, dan 

Bagaimanakah peran serta masyarakat Kabupaten Kulon Progo di dalam pelestarian 

warisan budaya dan cagar budaya bagaimanakah peran serta masyarakat Kabupaten 

Kulon Progo di dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. 

 

Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode pendekatan penyususnan yang 

digunakan adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahn yang 

ditetapkan secara yuridis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif 

tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan prakteknya 

berdasarkan asas-asas hukum, system hukum, taraf singkronisasi vertikal dan horizontal. 

Kemudian data yang ada dianalisis secara deduktif analisis. 

Hasil penelitian yang penyusun peroleh dari penelitian ini adalah bahwasannya 

Pelaksanaan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon 

Progo dalam upaya pelestrian warisan Budaya dan Cagar Budaya telah berjalan dengan 

cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan 

Budaya dan Cagar Budaya. Namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih 

belum dapat dijalankan dengan maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain yaitu: masih kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah dalam hal ini Pemerintah 

baik kurangnya dana, kurangnya jumlah pegawai, kurangnya fasilitas dalam upaya 

pelestarian dan kurangnya peraturan pelaksana undang-undang yang ada. Masyrakat 

Kabupaten Kulon Progo telah berperan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar 

budaya sebagaimana diatur dalam peraturan pelestarian cagar budaya. Namun demikian 

masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang memadai, 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

pelestarian cagar budaya dan masih banyaknya masyarakat lain yang bersikap apatis 

terhadap kelestarian warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon 

Progo. 
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MOTTO  

 “Sungguh Rugi orang yang tak mau menuntut ilmu, sama ruginya dengan 

Katak yang memilih tinggal di dalam tempurung, Tiada dia tahu luasnya 

alam semesta kecuali hanya secuil saja” 

“Berfikir Cepat, Bertindak Tepat, Berdzikir Kuat” 

 

هَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِيهَ لا يعَْلمَُونَ قلُْ هلَْ يسَْتوَِي الَّذِي  

رُ أوُلوُ الألْباَبِ   إوَِّمَا يتَذََكَّ  

 

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-

orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.” 

(Q.S.Az-Zumar : 9) 

  

  و مسلمةكلّ مسلم طلب العلم فر يضة على 

“Menuntut Ilmu Wajib Bagi Muslim dan Muslimat” 

(HR. Ibnu Majah) 

“Tidak ada keterasingan bagi orang 
yang berilmu lagi beramal, dan tidak 

ada tanah air bagi orang yang 
bodoh”(Maqolah) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Daearah Istimewa Yogyakarta
1
 adalah Daerah Istimewa setingkat Provinsi, 

di Daearah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten yaitu 

Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Sleman dan satu kota Yaitu 

Kota Yogyakarta.  

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki entitas atau tata pemerintahan 

berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai 

spiritual, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, 

dan nilai budaya yang menggambarkan segi keistimewaan Yogyakarta 

sehingga harus dijaga kelestariannya.
2
 

 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat banyak sekali warisan Budaya 

dan Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, 

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Tentunya 

keberadaan warisan Budaya dan Cagar Budaya tersebut harus dijaga dan 

dilestarikan sebagai kebanggaan dan menjaga identitas nasional sebagai bangsa 

yang telah memiliki sejarah peradaban yang amat panjang. Oleh karena itu 

seluruh warga Indonesia terutama pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki 

kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan Buadaya dan Cagar Budaya 

tersebut dengan mengeluarkan payung hukum berupa undang-undang, peraturan 

                                                           
1
 Setelah diundangknnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, nama “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” berubah menjadi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghilangkan kata “Provinsi.” 

 
2
 Penjelasan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pelestarian Budaya dan Cagar Budaya. 



2 
 

 
 

daerah dan peraturan dalam bentuk lain, melakukan perawatan, pemugaran dan 

menyelenggarakan even-even kebudayaan yang bekerjasama dengan lembaga 

pendidikan, pariwisata, penelitian dan lembaga lainnya, Karena salah satu fungsi 

dari warisan Budaya dan Cagar Buadaya adalah untuk pendidikan, pariwisata, 

penelitian dan lain sebagainya. 

  Pasal 32  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menyebutkan: “Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.” 

Setelah terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945, bunyi pasal tersebut dirubah menjadi dua ayat sebagai berikut: 

(1)“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia  dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. 

(2)Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kebudayaan budaya nasional.” 

Dengan adanya perubahan tersebut maka konsekwensinya terjadi pula 

perubahan kewenangan, kewajiban dan peran negara khususnya pemerintah di 

dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.  

Amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 32 tersebut mengharuskan 

adanya perubahan pada undang-undang tentang kebudayaan dan peraturan lain 

dibawahnya. Sampai saat ini telah terjadi pembaharuan undang-undang tentang 

kebudayaan, yaitu  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya 

yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar 

Budaya. Adanya perubahan undang-undang tersebut mengharuskan perubahan 

berbagai peraturan di bawah undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan 

seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam pembahasan ini yang 
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menjadi pokok bahasan yaitu peraturan daerah tentang cagar budaya yang berada 

di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya 

dan Benda Cagar Budaya yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan 

Budaya dan Cagar Budaya. 

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2012 menyebutkan: 

“Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan 

budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan 

budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya 

karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya 

Daerah.” 

 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar 

Budaya menyebutkan: 

“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya,
3
 Bangunan Cagar Budaya,

4
 Struktur Cagar Budaya,

5
 Situs 

Cagar Budaya,
6
 dan Kawasan Cagar Budaya

7
 di darat dan/atau di air yang 

                                                           
3
 Pasal 1 ayat (3)  menyebutkan: Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda 

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau 

bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah 

perkembangan manusia.  

 
4
 Pasal 1 ayat (4) menyebutkan: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding 

dan/atau tidak berdinding, dan beratap.  

 
5
 Pasal 1 ayat (5) menyebutkan: Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang 

terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang 

kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.  

  
6
 Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat 

dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau 

Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.  
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perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,dan/atau kebudayaan 

melalui proses penetapan.” 

 

Manajemen pelaksanaan dan peraturan tentang pelestarian Budaya dan 

Cagar Budaya di  Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang dan dilakukan upaya 

pembenahan, namun demikian dapat dilihat keadaan warisan budaya dan cagar 

budaya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta masih cukup memprihatinkan 

dikarenakan tuntutan perkembangan ekonomi dan kebutuhan bisnis yang sangat 

pesat sehingga banyak bangunan Cagar Budaya yang dirubah baik bentuk, warna 

dan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga bangunan tersebut 

tidak menampakkan keasliannya lagi. Selain itu rendahnya keterlibatan dan 

kesadaran masyarakat untuk turut berperan menjaga kelestarian warisan Budaya 

dan Cagar Budaya tersebut agar terjaga dan terpelihara kelestariannya. 

“Keberadaan warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta, merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai 

kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan 

kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya 

masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga upaya untuk menjaga 

kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak; Dalam 

perkembangannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan 

upaya melakukan pelestarian.”
8
 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 6 Tahun 

2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya merupakan suatu 

bentuk peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan 

dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya di Daerah Yogyakarta.   

                                                                                                                                                 
7
 Pasal 1 ayat (7) menyebutkan: Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis 

yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.  

 
8
 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.  
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Dalam pandangan Jimly Assiddiqqie, pengertian peraturan perundang-

undangan adalah: 

“Keseluruhan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan 

peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah 

ataupun yang meibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya 

dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga 

perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatnya 

masing-masing.”
9
 

 

Apabila diamati dan perhatikan realita yang ada warisan Budaya mulai 

ditinggalkan terutama oleh para pemuda yang seharusnya menjadi generasi 

penerus warisan kebudayaan itu. Dari segi sosial kita bisa melihat masyarakat kita 

khususnya para pemuda yang seharusnya menjadi penyambung estafet warisan 

Budaya Indonesia malah lebih tertarik pada tren-tren budaya dari luar negeri, 

seperti budaya barat dan sekarang tren dari korea mendominasi prilaku budaya 

anak muda Indonesia khususnya di Yogyakarta, baik penduduk asli maupun 

pendatang dari luar kota yang berstatus pelajar atau mahasiswa. Budaya lokal 

yang menjadi ciri dan identitas budaya bangsa malah ditinggalkan atau bahkan 

mereka tidak tahu sama sekali. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa 

Yogyakarta adalah barometer dan pusat pelestarian warisan budaya dan cagar 

budaya di Indonesia. 

Selain masalah budaya yang sudah mulai luntur dan ditinggalkan 

sebagaimana telah dijelaskan, masih ada masalah-masalah lain yang perlu 

dibenahi dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di Yogyakarta. 

Dalam hal pelestarian warisan cagar Budaya kita bisa menemukan banyaknya 

                                                           
9
 Ni‟matul Huda & R.Nazariyah,Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan 

,(Bandung:Nusamedia,2011),hlm.12. 



6 
 

 
 

masalah seperti pencurian dan pengrusakan terhadap warisan budaya tersebut 

termasuk di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang terdapat di 

bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini juga memiliki potensi 

warisan budaya dan cagar budaya seperti kabupaten atau kota lain di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, meskipun tidak sebanyak di Kota Yogyakarta yang 

merupakan pusat pemerintahan sejak zaman kerajaan sampai  sekarang, tetapi 

potensi warisan Budaya dan Cagar Budya yang terdapat di Kabupaten Kulon 

Progo tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena warisan budaya dan cagar 

budaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjaga identitas daerah, pendidikan 

dan pariwisata Khususnya di Kabupaten Kulon Progo dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang sudah terkenal sebagai pusat dan barometer kebudayaan di 

Indonesia.  

Pada struktur Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo terdapat Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Dinas Budparpora). Salah satu 

fungsi dari Dinas Budparpora kabupaten Kulon Progo adalah sebagai instansi 

pelaksana Instrumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan 

Budaya dan Cagar Budaya pada umumnya termasuk Kabupaten Kulon Progo 

yang merupakan Daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dalam pelestarian 

warisan budaya dan cagar budaya dinilai masih kurang maksimal, dapat 

ditemukan banyak warisan budaya dan cagar budaya yang masih kurang terawat 

sehingga benda-benda tersebut mengalami kerusakan secara alami atau karena 

ulah manusia bahkan ada juga yang sengaja dirobohkan dan dialihkan fungsinya 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bisnis, tempat tinggal dan kebutuhan lain. 

Sebagai contoh dari masalah ini adalah rencana pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo untuk merobohkan bale agung yang terdapat di komplek kantor 

bupati Kabupaten Kulon Progo dan akan diganti dengan bangunan gedung kaca 

dan dananya sudah dianggarkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPRD 

Kabupaten Kulon Progo, padahal bale agung tersebut adalah sebuah bangunan 

cagar budaya yang seharusnya dilindungi. Bangunan tersebut bisa digolongkan 

menjadi bangunan cagar budaya berdasarkan usianya yang sudah lebih dari 50 

tahun, bangunan tersebut juga berkaitan dengan peristiwa sejarah sebagai tempat 

dilakukan penandatangan bersatunya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten  

dengan Adikarto.Pernyataan tersebut sesuai dengan yang telah diberitakan oleh Koran 

Kompas, yang menyatakan: 

Rencana pembongkaran gedung Bale Agung oleh Pemerintah Kabupaten 

Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terus menuai penolakan. Kali ini, 

reaksi atas rencana tersebut datang dari Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura 

Kulonprogo.Organisasi tersebut menilai, rencana pembongkaran gedung Bale 

Agung merupakan upaya melupakan sejarah dan kebudayaan. “Bale Agung 

Kulonprogo merupakan peninggalan sejarah dan kebudayaan yang harus 

dilestarikan. Kami menentang keras rencana pembongkaran tersebut,” tegas 

Koordinator Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura Kulonprogo, Andi Kartala Jumat 

(3/5/2013).Tri mengatakan, seharusnya Pemkab Kulonprogo mengingat semangat 

dan slogan Jas Merah yang pernah disampaikan mantan presiden Soekarno untuk 

tidak sekali pun melupakan sejarah. Hal itu menurutnya tepat diaplikasikan bagi 

keberadaan Bale Agung yang perlu dilestarikan sebagai warisan bagi anak 

cucu.Andi mengatakan, Perkumpulan Kebudayaan Tri Tura Kulonprogo sebagai 
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organisasi kebudayaan yang menaungi bidang seni, pengetahuan, dan advokasi 

akan berada di garis terdepan mempertahankan sejarah yang merupakan bagian 

dari kebudayaan. Termasuk juga memperjuangkan keberadaan gedung Bale 

Agung.Jika Pemkab Kulonprogo tetap melanjutkan rencana pembongkaran Bale 

Agung, ujar Tri, perkumpulannya akan melakukan konsolidasi dengan para tokoh 

dan sesepuh masyarakat Kulonprogo untuk mempertahankan warisan sejarah 

tersebut. “Pembongkaran Bale Agung akan mengakibatkan sejarah terpenggal. 

Karena, Bale Agung menjadi lokasi penandatanganan bergabungnya Kabupaten 

Kulonprogo dengan Adikarto. Di gedung itu ada awal mula kabupaten 

Kulonprogo. Kalau butuh bukti, kami pikir tidak akan sulit untuk 

menelusurinya,” tegasnya.
10

 

 

Sudah seharusnya masalah-masalah ini perlu adanya suatu pembenahan 

dan perbaikan baik dari segi manusia dan peraturan dalam pelestarian dan 

pengelolaannya supaya warisan budaya dan cagar budaya tersebut dapat terus 

terjaga sampai berabad-abad berikutnya dan dapat dinikmati oleh generasi-

generasi berikutnya. 

Oleh karena bayaknya permasalahan sebagaimana telah disebutkan hal ini 

menjadi sangat penting dan perlu bagi penyusun  untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PELAKSANAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA 

PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KULON PROGO DALAM 

PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN  CAGAR BUDAYA (Studi 

Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 

tahun 2012 tentang Pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya).” Dalam 

penelitian ini penyusun membatasi peran Dinas BUDPARPORA hanya pada 

bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Demikian pula pada warisan budaya 

                                                           

10
regional.kompas.com,akses Desember 2013. 
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yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah warisan budaya yang berupa 

cagar budaya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan 

di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok masalah yang akan 

dijadikan sebagai pokok kajian dan pembahasan dalam penelitian ini: 

Bagaimanakah peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah 

Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar 

Budaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam Pelestarian 

Warisan Budaya dan Cagar Budaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara 

lain sebagai berikut. 

a) Manfaat teoritis 

 

Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah 

yang selanjutnya dapat menjadi sebuah sumbangan pemikiran ilmu 



10 
 

 
 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang mengatur 

tentang pelestarian budaya dan cagar budaya yang selama ini dianggap 

masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitias. 

 

b) Manfaat  praktis 

 

1. Sebagai masukan bagi instansi yang berkaitan dengan hukum  dan 

institusi pemerintah yang berkaitan dengan peraturan daerah 

tersebut dan juga sebagai kritik  untuk kalangan masyarakat luas. 

2. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis pada umumnya dan 

khususnya yang mempelajari hukum dan juga mempelajari tentang 

warisan budaya dan cagar budaya dan  untuk menambah wawasan 

bagi kalangan umum. 

3. Sebagai karya skripsi dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan 

gelar sarjana hukum srata satu dari fakultas syari‟ah dan hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

 

E. Telaah Pustaka 

 

Dari telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, sejauh ini belum ada 

atau belum ditemukan karya tulis atau penelitian yang sama dengan yang akan 

diteliti oleh penyusun. Namun demikian ada beberapa karya tulis atau skripsi yang 

mengambil tema atau topik penelitian yang hampir sama tetapi menggunakan 

subyek dan variabel-variabel yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penyusun, 

karya tulis atau skripsi tersebut anatara lain: 
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Pertama, skripsi karya Santi Handayani dari Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang berjudul “Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada 

Bangunan Cagar Budaya Di Yogyakarta.”
11

 Pada skripsi yang ditulis oleh 

Santi Handayani yang menjadi pembahasan pokok adalah pelaksanaan 

pengurangan pajak bumi dan bangunan pada cagar budaya di kota Yogyakarta, 

dan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan pajak bumi 

dan bangunan terhadap cagar budaya di kota Yogyakata. Perbedaan karya skripsi 

yang ditulis oleh Santi Handayani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penyusun adalah objek kajiannya berbeda. Pada skripsi yang ditulis oleh Santi 

Handayani objek kajiannya adalah benda cagar budaya yang dilihat dari sisi 

hukum pajak yitu mengenai pengurangan pajak bumi dan bangunan pada 

bangunan cagar budaya di Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang hendak 

dilakukan oleh penyusun yaitu menyangkut peran Dinas Kebudayaan Pariwisata 

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, dengan studi terhadap Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012. 

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Fransisca Romana Harjiyanti dan 

Sunarya Raharja dari Universitas Janabadra Yogyakarta yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman 

Kerusakan Di Yogyakarta.”
12

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fransisca 

                                                           
11

 Santi Handayani, Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bangunan Cagar 

Budaya Di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008. 

 

12
 Fransisca Romana Harjiyanti dan Sunarya Raharja, Perlindungan Hukum Benda Benda 

Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas 

Janabadra Yogyakarta, 2012. 
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Roman Harjiayanti dan Sunarya Raharja ini juga memiliki kemiripan dan hampir 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu sama-sama meninjau 

dari aspek perlindungan cagar budaya dari segi hukum. Pada Karya tulis tersebut 

yang menjadi pokok bahasan adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan dan kemusnahan benda cagar budaya di kota Yogyakarta, kemudian 

kendala-kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan benda cagar 

budaya di Kota Yogyakarta, selain itu yang juga menjadi pokok bahasan yaitu 

perlindungan hukum yang ada di Kota Yogyakarta. Yang membedakan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun yaitu pada 

penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun ini cakupannya lebih spesifik, yaitu 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, pada penelitian yang 

dilakukan oleh penyusun, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2012 menjadi pisau analisis terhadap peran Dinas Kebudayaan 

Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian 

warisan budaya dan cagar budaya di kabupaten Kulon Progo.  

Ketiga, karya skripsi yang ditulis oleh Dhanar Ardha Yuasta dari dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional 

”Veteran” Jawa Timur yang berada di Surabaya Jawa Timur yang berjudul 

“Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan 

Wisatawan (Studi Pengembanagan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk).”
13

 

Pada penelitian ini juga berkaitan dengan Kebudayaan dan peran dinas 

                                                           
13

 Dhanar Ardha Yuasta, Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan 

Kunjungan Wisatawan (Studi Pengembanagan Ekowisata Di Kabupaten Nganjuk), Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Negara”Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2012. 
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kebudayaan yang hampir mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, pada karya skripsi 

tersebut yang menjadi bahasan pokok adalah peran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, 

sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah menganalisis dan 

meneliti dari sisi hukum tentang pelestarian warisan budaya dan cagar budaya. 

yaitu peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Kulon Progo dalam pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya di Kabupaten 

Kulon Progo dengan menggunakan pisau analisis Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan 

Budaya Dan Cagar Budaya. 

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya dari penelusuran yang telah 

didaptkan, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun secara garis besar sama 

yaitu meneliti warisan budaya dan cagar budaya namun demikian ada banyak 

perbedaan dalam pokok pembahasan maupun obyek penelitiannya. Dari 

penelusuran yang telah dilakukan, hanya itu beberapa hasil penelitian yang 

hampir sama dengan penelitian penyusun yang dapat penyusun temukan, 

meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa penelitian lain yang 

mungkin juga hampir sama tetapi belum berhasil ditemukan,  tetepi penyususun 

yakin penelitian yang hendak dilakukan oleh penyusun berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya.  
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F. Kerangka Teoritik 

 

1. Teori Demokrasi 

 

Demokrasi adalah konsep yang banyak diterapkan dalam konsep negara 

modern baik itu yang dijalankan secara nyata dalam praktek atau sebatas 

formalitas yang tercantum dalam undang-undang dasar. 

Kata “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunaani yang terdiri dari suku kata 

demo-demos, yang berarti rakyat atau penduduk; dan suku kata cracy-

kratia yang berarti hukum atau kekuasaan. Penggabungan kedua suku kata 

tadi menjadi demokratia, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. 

Selanjutnya Abraham Licoln memberikan batasan singkat tentang 

demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat.
14

 

 

Menurut Robert A Dahl sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah 

dalam bukunya Demokrasi di Persimpangan Makna, menunjukan tujuh 

aspek yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu: 

1) Kontrol rakyat atas keputusan pemerintahan. 

2) Para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur 

3) Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memeilih dalam pemilihan 

pejabat. 

4) Semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk 

jabatan-jabatan di pemerintahan. 

5) Rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa anacaman 

hukuman. 

6) Rakyat mempunyai hak untuk mendapat sumber-sumber informasi 

alternatif. 

7) Untuk meningkatkan hak-hak mereka rakyat juga mempunyai hak utuk 

membentuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif 

independent.
15

 

 

 

2. Teori Otonomi Daerah 

 

Otonomi  daerah adalah suatu bagian yang harus ada dalam pemerinthan 

desentralisasi. Otonomi diambil dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yaitu 

                                                           
14

 Nukhthoh Arfawie Kurde, Teori Negara Hukum, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), hlm. 94. 

 
15

 Ibid. hlm. 71. 
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“autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang.  Otonomi 

bermakna membuat perundang-undangan sendiri (zaelfet-geving), namun dalam 

perkrembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti 

zelfwetgeving (membuat Perda-perda) juga utamanya mencakup zelfbestuur 

(pemerinthan sendiri).”
16

 

Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  

disebutkan: “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri urusan sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan.” 

Sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (2) tersebut bahwasannya pemerintah 

daerah dapat mengatur urusan daerahnya sendiri menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.“Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang 

berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.”
17

Dengan begitu 

Otonomi dapat diartikan sebagai suatu kewenangan untuk mengetur urusan atau 

kekuasaan daerahnya sendiri sesuai dengan keinginan atau aspirasi 

masyarakatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

“Otonomi Daearah adalah hak, wewenang dan kewajiban daearah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
18

 

                                                           
16

 Ni‟matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, cet.ke-3 (Bandung: Nusamedia, 2012), 

hlm. 83. 

 
17

 Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 

2010),  hlm. 85.  

 
18

 Pasal 1 ayat (5). 
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Di samping kata „asas otonomi‟ yang juga harus diperhatikam adalah 

„tugas pembantuan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nnomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ”tugas pembenatuan adalah penugasan 

dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 

kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa 

untuk melaksanakan tugas tertentu.”
19

Tjahya Purnama sebagaimana dikutip oleh 

Utang Rosidin menjelaskan bahwa tugas pembantuan adalah: 

Tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan 

yang ditugaskan kepda pemerintah daerah oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah tingakat atasnya, dengan mempertanggungjawabkan 

kepada yanag menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih 

menjadi wewnang pemerintah atau provinsi. Pemerintah atau provinsi 

yang   menugaskan ini menyususn rencana kegiatan, atau kebijakasanaan 

dan menyediakan anggarannya, sedangkan daerah yang ditugasi sekedar 

melaksanakannya, tetapi wajib untuk mempertanggungjawabkan 

peleksanaan tugas itu.
20

 

 

Ada beberapa esensi pokok di dalam peneyelenggaran otonomi daearah 

antara lain, yaitu: 

1) Perencanaan kekuasaan dan kewenagan pemerintahan dari Pemerintah 

Pusat kepada Daerah-Daerah. 

2) Pendemokrasian, atau melaksanakan demokratisasi. 

3) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah dalam membangun 

daerah setempat. 

4) Pemerataan dan kedilan dalam pemanfaatan SDA daerah. 

5) Memancing dan memberi kesempatan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan. 

6) Memperhatikan dan mengharagai potensi daerah dan keanekaragaman 

daerah (tidak harus seragam). 

7) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
21

 

                                                           
19

 Pasal 1 ayat (9). 

  
20

 Utang Rosidin, Otonomi daerah dan Desentralisasi........ hlm. 89. 

 
21

 Nukhthoh Arfawie Kurde, TeoriNegaraHukum........, hlm 147. 
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Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”
22

 Urusan yang 

menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang bukan menjadi kewenangan 

Pemerintah daerah yaitu: 

a. politik luar negeri; 

b. pertahanan; 

c. keamanan; 

d. yustisi; 

e. moneter dan fiskal nasional; dan 

f. agama.
23

 

 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebtkan bahwa “Pemerintahan 

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”
24

 

 

Dari apa yang telah disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat dilihat 

bahwa terdapat pendelegasian sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam hal-hal tertentu, daerah setingkat provinsi dan juga 

daerah kabupaten maupun kota diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya 

sendiri kecuali hal-hal tertentu yang menjadi kewenagngan pemerintah pusat 

menyangkut hal-hal strategis berkaitan dengan kesatuan dan keutuhan negara 

                                                                                                                                                 
 
22

 Pasal 18 ayat (5). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 
23

 Pasal 10 ayat (3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 
24

 Pasal 18 ayat (6). 
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yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 

18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

 

 

3. Teori Pengawasan 

Menurut M Sitomurang dan Jusuf Juhir sebagaimana dikutip oleh Jum 

Anggriani menyatakan bahwa pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan 

dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.”
25

 

Dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang 

merupakan daerah pembagian administratif dan juga merupakan daerah otonom 

perlu adanya suatu pengawasan, Menurut William “ditinjau dari hubungan pusat 

dan daerah, pengawasan menjadi suatu pengikat kesatuan, supaya kebebasan 

berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam 

kesatuan (unitary).”
26

 

Menurut Muh. Fauzan “pada umumnya pemakaian pengertian pengawasan 

lebih sering dipergunakan dalam hubungannya dengan manajemen, oleh karena 

itu secara terminologis disebut dengan istilah Controling, evaluating, 

corecting”
27

dan istilah lainnya yaitu kontrol. 

                                                           
25

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, cet. ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2012),  hlm. 78. 

 
26

Ni,matul Huda, Hukum Pemerinthan Daerah........... hlm. 21. 

 
27

Ibid. hlm. 21. 
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Robert J. Mockler memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah 

suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan 

dengan cara paling efektif dan efesian dalam pencapaian tujuan.
28

 

“Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah 

yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah 

dan DPRD.”
29

 

Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur 

diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan 

daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, 

perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan 

evaluasi oleh pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara 

lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan 

menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau 

peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak 

daerah dan retribusi daerah.
30

 

 

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 ayat (1) 

disebutkan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraaan pemerintahan daerah 

dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: 

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

                                                           
28

Ibid. hlm.22-23. 

 
29

 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. hlm. 116. 

 
30

Ibid. hlm. 116-117. 
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Pada ayat selanjutnya disebutkan bahawa pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern 

Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.  

 

 

G. Metode Penelitian 

 

1.  Jenis Penilitian 

 

Jenis  atau tipe penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research), dalam penelitian ini data atau sumber yang 

diperoleh berasal dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Kulonprogo sebagai data primer. 

Sedangkan data skunder diperoleh dari buku-buku tentang cagar budaya,  

Otonomi Daerah serta peraturan-peraturan terkait. ”Penyusun akan mengkaji 

pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah 

seperti yang telah disebutkan di atas”
31

menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

 

2. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini yang metode yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif yaitu, metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

                                                           
31

 Muslan Abdurrahman, Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM 

Press,2009),hlm.103. 
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secara trianggulasi (gabungan), dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi.
32

 oleh karena itu dalam hal pengumpulan datanya 

menggunakan peneliti menggunakan cara observasi dan wawanacara/intervew. 

a. Observasi (pengamatan) dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi 

akan berkembang selama kegiatan berlangsung. Kalau masalah 

penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka 

observasi dapat dilakukan secara berstruktur menggunakan pedoman 

observasi.
33

 

b. Wawancara adalah “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.”
34

 penyusun menggunakan cara ini untuk 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

 

a. Subjek Penelitian : Pegawai Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan 

Olah Raga Kabupaten Kulonprogo dan Masyarakat Kabupaten Kulon 

Progo. 

                                                           
32

 Sugiyono,Memehami Penelitian Kualitatif,cet.ke-8(Bandung: Alfabeta,2013),hlm.1. 

 
33

 Ibid, hlm.67. 

 
34

 Sugiyono,Mamahami Penelitian Kualitatif......................hlm.72. 
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b. Objek Penelitian : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya 

dan Cagar Budaya. 

 

4. Metode Pendekatan 

 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif, 

yaitu berdasarkan pada  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di 

Yogyakarta. 

 

5. Analisis Data 

 

a. Deduktif, yaitu dengan memperhatikan aturan-aturan yang terdapat 

dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya 

di Yogyakarta. 

b. Metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan 

dengan menggunakan gambaran terhadap data yang telah terkumpul 

dalam bentuk uraian kalimat yang dapat mengantarkan pada 

kesimpulan. 
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6. Sumber Data Penelitian 

 

a. Sumber data Primer 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6  Tahun 

2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, dan data yang 

diperoleh dari sumber di lapangan sebagai hasil wawancara. 

b. Sumber data Sekunder. 

Data yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya yang 

diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber-sumber hukum yang memiliki 

kekuatan untuk mengatur dan mengikat, anatara  lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar 

Budaya. 

c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 

Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. 

d) Dan peraturan lain yang berkaitan. 

1. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-

buku, literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan rumusan 

masalah penelitian. 

2. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan referensi lain yang secara 

spesifik berkitan dengan  hukum ataupun yang tidak berkaitan dengan 
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hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap 

bahan bahan hukum primer dan data skunder,  antara lain Kamus dan 

Enciclopedy. 

 

H. Sistimatika Pembahasan 

 

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan menulis hasil penelitian 

ini, maka penulis membagi sistematika penyusunan hasil penelitian ini menjadi 

lima bab dan dalam setiap bab  dibagi menjadi beberapa sub bab yang disesuaikan 

dengan seberapa luas kajian pembahasannya. Berikut adalah sistematika dalam 

penyusunan dan penulisan hasil penelitian ini: 

Bab Pertama, Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoretik,  metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Bab ini berisi Kerangka Teori Perundang-Undangan tentang 

Pelestarian Cagar Budaya, yang terdiri Peraturan Perundang-Undangan Cagar 

Budaya,  Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 

Cagar Budaya, Gambaran umum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar 

Budaya dan Gambaran umum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya. 

Bab Ketiga, Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Kulon Progo dalam pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya,  

yang berisi Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo, Gambaran umum Dinas 
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Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 

Susunan Organisasi dan Kedudukan, dan  Tugas dan kewenangan. 

Bab Keempat, analisis Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya di 

Oleh  Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga dalam Tinjauan 

Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar 

Budaya yang meliputi upaya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah 

Raga kabupaten kulon progo dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, 

peran serta masyarakat kabupaten kulon progo di dalam pelestarian warisan 

Budaya dan Cagar Budaya dan hambatan-hambatan dalam pelestarian warisan 

budaya dan cagar budaya. 

Bab Kelima, adalah Penutup yang berisi  Kesimpulan dari uraian 

pembahasan tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang 

disajikan dalam bab-bab sebelumya dan juga berisi tentang saran-saran yang 

kiranya dapat dijadikan sebagai masukan dan juga sebagai referensi ide untuk 

pembenahan dan perbaikan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya 

khususnya di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya. Selain itu juga akan 

disajikan kesimpulan yang dapat memberikan jawaban dan penjelasan dari 

rumusan masalah.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab di atas 

tentang “Pelaksanaan Dinas Budparpora Kabupaten Kulon Progo Dalam 

Pelestarian Cagar Budaya (Studi Analisis Peraturan Daerah Provinsi Daearah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya 

Dan Cagar Budaya).” Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 

Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pelestrian warisan Budaya dan 

Cagar Budaya telah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan 

banyaknya kegiatan pelestarian warisan Budaya dan Cagar Budaya 

yang telah dilaksanakan meliputi perlindungan dengan cara 

mengamankan, memverivikasi, menyimpan dan mensosialisasikan 

warisan budaya dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kulon Progo, 

namun demikian masih ada ketentuan-ketentuan yang masih belum 

dapat dijalankan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya 

manusia, dana dan fasilitas yang dimiliki. Masyrakat Kabupaten Kulon 

Progo telah ikut berperan dalam pelestarian warisan budaya dan cagar 

budaya yaitu dengan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, antara lain pada 

pemeliharaan jembatan duwet di Desa Banjarharjo, Kecamatan 

Kalibawang dan keterlibatan masyarakat di Desa Karangsewu, 
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Kecamatan Galur untuk menjaga dan tidak merubah bangunan cagar 

buadaya berupa rumah-rumah peninggalan Blanda. Namun demikian 

masih belum maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang 

memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelestarian 

cagar budaya. 

 

B. Saran-Saran 

 

Adapun  beberapa saran yang dapat diberikan oleh penyusun berkaitan 

dengan tema yang disampaikan di atas, antara lain sebagai berikut: 

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia, sebagai lembaga yang 

mempunyai tugas dan wewenang dalam mengeluarkan Pemerintah, 

diharapkan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang aturan 

pelaksana Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya oleh Pemerintah Pusat, hal ini penting untuk mempermudah 

pelaksanaan pelestarian Cagar budaya di Indonesia pada umumnya 

dan Khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di wiliayah 

Kabupaten Kulon Progo. Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

sebagai dasar acuan dan landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan juga 

sebagai dasar acuan dalam penyusunan Peraturan Gubernur Daerah 
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Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian 

Cagar Budaya.  

2. Kepada Pemerintah kabupaten Kulon Progo, sebagai lembaga yang 

memiliki kewenanagan dalam melaksanakan pembagunan di 

Kabupaten Kulon Progo, untuk segera merealisasikan pembangunan 

museum untuk menampung warisan Cagar Budaya bergerak di 

Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dikarenakan adanya museum adalah 

sesuatu yang urgen (mendesak) untuk menempung warisan Cagar 

Budaya bergerak yang ada di Kabupaten Kulon Progo supaya 

mendapatkan tempat dan pemeliharaan yang lebih layak. Adanya 

museum juga menjadi suatu sarana untuk memperkenalkan kekayaan 

warisan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. 

Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar sebagai sarana  

untuk pendidikan, pembangunan identitas dan kecintaan pada bangsa, 

untuk penelitian dan pengembangan sejarah. Selain itu adanya 

museum juga menjadi nilai tambah tersendiri untuk memperbanyak 

tempat kunjungan wisata khususnya yang berkaitan dengan 

kebudayaan dan juga dharapkan mampu memberikan pemasukan khas 

daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. 

3. Penambahan jumlah pegawai yang berkompeten dalam bidang 

arkeologi, arsitetektur dan ahli dalam masalah sejarah dan 

kepurbakalaan pada Dinas BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo. 

Penambahan jumlah pegawai yang ahli dianggap penting untuk 
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memaksimalakan kinerja dan memenuhi tuntutan pelestarian cagar 

budaya. 

4. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pelestarian warisan 

Budaya dan Cagar Budaya, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan 

mengajak langsung masyarakat terutama yang memiliki atau 

menguasai warisan budaya dan cagar budaya untuk terlibat langsuang 

dalam melakukan pengawasan, perlindungan dan menjaga warisan 

budaya dan cagar budaya bersama-sama. Dengan adanya peran serta 

yang lebih besar dari masyarakat maka tanggungjawab dalam 

melestarikan warisan budaya dan cagar budaya khususnya bagi Dinas 

BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo menjadi lebih ringan, dan 

amanat peraturan perundang-undangan tentang pelestarian cagar 

budaya dapat terpenuhi. 

5. Mingkatkan promosi warisan budaya dan cagar budaya khususnya 

pada kawasan cagar budaya yang telah dijadikan sebagai lokasi 

wisata, seperti makam Nyi Ageng Serang, Makam Girigondo dan 

sebagainya. Adapun untuk warisan budaya  atau kawasan cagar 

budaya yang tidak dijadikan sebagai lokasi wisata perlu juga untuk 

dipromosikan terutama untuk para peneliti, hal ini penting untuk 

menggali dan mengembangkan potensi sejarah yang ada di Kabupaten 

Kulon progo yang mungkin belum terungkap. 

6. Meningkatkan Sosialisasi baik itu peraturan tentang pelestarian cagar 

budaya maupun warisan budaya dan cagar budaya itu sendiri, 



125 
 

 
 

khususnya orang yang menguasai atau yang memiliki dan juga 

masyarakat sekitar agar ikut terlibat di dalam menjaga dan 

melestariakan warisan budaya dan cagar budaya yang ada. 

7. Menyelamatkan warisan Cagar Budaya, masih banyaknya cagar 

budaya yang belum ditangani dengan serius dan cagar budaya yang 

belum terdaftar. Perlu upaya lebih seriuus, khususnya Dinas 

BUDPARPORA Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan melakukan 

pencarian dan proses identifikasi yang lebih cepat, hal ini supaya 

benda, bangunan dan kawasan yang berpotensi sebagai warisan 

budaya dan cagar budaya dapat terselamatkan dari kerusakan ataupun 

hilangnya warisan cagar budaya. 

8. mengidentifikasi ulang bangunan-bangunan yang berpotensi sebagai 

cagar Budaya.  
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